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KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
Nomor : 000.8.3.4/KEP.089-DUKCAPIL/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON TAHUN 2026

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu
pelayanan  kepada  masyarakat dan  terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan prima, telah ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 000.8.3.4/KEP.110-
DUKCAPIL/2025 teniang Penetapan Standar Pelayanan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cirebon;

b. bahwa sehubungan perubahan kebijakan dan penyesuaian
dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan,

perlu  untuk dilakukan perubahan terhadap standar

pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cirebon;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar
Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cirebon Tahun 2026 vyang ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota Cirebon;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019}, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5473);
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2.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018};

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);




Menetapkan
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1611), sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019

tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1742);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2026

tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 142);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon;

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023

tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2023 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang

17.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 129);

Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata
Kerja Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Tahun 2026 dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali
Kota ini.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU Keputusan Wali Kota ini terdiri dari :

1. Penerbitan Biodata WNI;

2. Penerbitan Kartu Keluarga;
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk Orang

Asing;
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-
el);

. Penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-

el);

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Penduduk Orang Asing;

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
Pelaporan Surat Pindah Antar Kecamatan;

Pelaporan Surat Pindah Datang WNI Antar
Kabupaten/Kota / Provinsi;

Penerbitan Surat Pindah Keluar WNI/OA Antar
Kabupaten /Kota/Provinsi;

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
(SKPLN);

Penduduk Non Permanen;

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
bagi Penduduk Orang Asing;

Pencatatan Lahir Mati;

Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ;
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;

Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dar
diluar Wilayah NKRI,

. Penerbitan Akta Kelahiran;

. Catatan Pinggir Perubahan Akta Kelahiran;

. Pembetulan Akta Kelahiran;

. Pencatatan Akta Kelahiran WNI diluar wilayah NKRI
. Penerbitan Akta Kematian;

. Pencatatan Akta Kematian WNI diluar wilayah NKRI;
. Pembetulan Akta Kematian;

. Penerbitan Akta Perkawinan;

. Pembetulan Akta Perkawinan;

. Penerbitan Akta Perceraian;

. Pembetulan Akta Perceraian;

. Penerbitan Akta Pengakuan Anak;

. Pembetulan Akta Pengakuan Anak;

. Penerbitan Akta Pengesahan Anak;

. Pembetulan Akta Pengesahan Anak;




KETIGA

KEEMPAT

37. Pemanfaatan Data Warehouse;

38. Informasi Data Kependudukan;

39. Data Perkembangan Kependudukan;

40, Verifikasi Data Biometrik KTP el yang bermasalah;

41. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK]);

42, Antrian Pelayanan Adminduk;
43. Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan

Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Keputusan Wali Kota Nomor 000.8.3.4/KEP.110-
DUKCAPIL/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 31 Juli 2026

a.n. WALI KOTA
KEPALA DINAS KEPENDUDUEKAN
ES ATAN SIPIL




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 000.8.3.4/KEP.089-DUKCAPIL/2026
TANGGAL : 31 Juli 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA CIREBON TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/D.01-DUKCAPIL /2026
Revisi : 31 Juli 2026
. . Tgl. Efekil ¢ 31 Juli 2026
Penerbitan Biodata (WNI)

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan pmma}é_ng_g._mpainn pelayanan (service delivery] meliputi
No Komponen Uraian o
1. | Persyaratan a. Surat Pengantar dar Rukun Tetangga dan mukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
Administrasi b. Dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting:dan
c. Bukti pendidikan terakhi
2. | Sistem, Mekanisme :
dan Prosedur Menerima dan Menporeksi, )
Mengoreksi Berkas memveritikasi M‘f‘“h'“"_"*k”'_ sertifikasi
| | Pemohon e (Operator) @ Biodata(Sub  [@—B) memverifikasi ® elektronik
Koardinator) Bigen Biodata (Kadis)
{ Kabid)

!

Meregistrasi, memilah
Pemohon |4 - e )

3. | Jangka Waktu

12 Jam
pelayanan o B
4, | Biava/Taril a. Rp. 0.-
5. | Produk Pelayanan Biodata Penduduk )
6. | Penanganan a. HP T WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : http: f fdisdukeapil cirebonkota. po.id
dan masukan c. E-mail » disdukeapiliicirebonkota.go. id
d. E-LAPOR ¢ Webiste ! lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanman di internal organisasi [manufacturing)
meliputi

No | Komponen | Uraian

I ¥
1, | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
| telabh diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tehun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomar 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudul Berbasis
Nomer Induk Kependudukan Secara Naszional sebagaimane telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Care Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;




Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Fornwlir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Deersh Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kots
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Cirebon;

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusam Pemerintahan vang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

f. Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

2. | Barana,

Prasarana,dan/atau | ATK, Prnter, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan Kendaraan

Fasilitas

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan

Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi )
4, | Pengavwasan a. Kepala Bidang

Internal b. Sekretaris

| ¢, Kepala Dinas

5. | Jumlah Pelaksana 9 orang I—
6, | Jaminan Pelavanan Prenerhitan Biodata Penduduk yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7. | Jaminan Keamanan

dan Keselamatan Biodata Penduduk dicetak dijamin standar keasliannyva

Pelayvanan
8. | Evaluasi Kinerja

Pelaksanan

1 Bulan Sekah




STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Kartu Keluarga
(KK)

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektif

000.8.3.4/D.02-DUKCAPIL/ 2026
31 Juli 2026
31 Juli 2026

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Unit Kerja
A | Komponen Standar Pelavanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery] meliputi :
No Komponen o Uraian
1. | Persyaratan a. Buku Nikah,/kutipan akta perkawinan atau kutipan akia perceraian :
Administrasi b. Melampirkan KK yang lama (Simduk/bukasn Simduk)/KTP Simduk/dokumen atas bukti
kependudukan/ Peristiwa Penting
. Mengisi formulir
1) Biodata Pendudulk (F-1.01)
2} Permchonan KK (F-1.02)
3} Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran /Surat Nikah /[jazah
4) Surat pernyataan (formulir di Disdukcapil)
d. Diproses di Disdukcapil atau Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDEK) Kecamatan
2. | Sistem, Mekanisme — _ :
dan Prosedur Menerima dan Menginput dati Menporeksi, Mengoreksi.
Mengoreksi Berkas dan mencetak memveriikasi memverifikasi
Pemohon [ Operatar) e konsep Kk 4 b Draf KK d—p kartu H:!ua.rgn
{Ohperitor) (Subkoord) {Kahid)
!
b
Meregistrasi, memilah sertifikois
conbon =] (Operator)  |g o elekironik KK
o (Kadis)
3, | Jangka Waktu 12 Jam
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Rp. -
5. | Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK}
6. | Penanganan e. HP (WA 081213331867
Pengaduan, saran f. Website : hipy/ fdisdukcapil.cirebonkots go. id
dan masukan g E-mail 1 disdubkcapilircirebonkota. go.dd
h. E-LAPOR : Wehiste : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi [manufacturing)
| meliputi :
No | Komponen B Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
[ telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b,  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah Nemor O Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
e, Peraturan Pemerintah Nomer 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemer 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimena telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Ferubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomar Induk Kependudukan secara Nasional;
h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 15 Tahun
2014 entang Pedoman Standar Pelavanan;
j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang

digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yvang
diselengearakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi

Kependudukan;

Sarana,
Prasarana,dan/atan | ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan Kendaraan
Fasilitas
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pengewasan a. Kepala Bidang
Internal b. Sekretaris

c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 9 orang

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Kartu Keluargs yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Kartu Keluarga dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluast Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




TANDAR PELA No. Dokumen 000.8.3.4/D.03-DUKCAPIL /2026
= Tou Revisi 31 Juli 2026
Tgl. Efektil 31 Juli 2026

Penerbitan Kartu Keluarga
(KK) Bagi Penduduk Orang

Asing
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan;
Administrasi b. Kartu lzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing (KITAP};
c. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan /Kutipan Akta
Perceraian;
d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam
wilayah Negara Kesaman Republik Indonesiaydan
e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri vang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warpa
- _ MNegara Indonesia yang datang dari luar negeri kamna pindah. =
2. | Sistem, Meckanisme TPRRRE——
dan Prossdur Menerima dan Menginput data dan m:m\-u?;tkusi konsep
Pemohon  je—m| mengoreksi kelengkapan mencelak konsep KK KK Penduduk Orang
persyaratan (Operator) Penduduk Orang Asing Asing { Subkoend)
(Operator)
!
Meregisirasi, memilah Sertifikasi elektronik Mengoreksi dan
KK OA (Operator) | o | KK Penduduk Orang | | pemyerifikasi
Pemohon | 4— Asing (Kadis) konsep KK
Penduduk Orang
Asing
{Kabid)
Jangka Waktu
3, 12 Jam
pelayanan - = = —
4. | Biaya/Tarif Rp. O,-
5. | Produk Pelayanan Karfu Keluarga [KK) bagl Penduduk Orang Asing
6. | Penanganan a. Telepon : (D231) 4B6561 -
Pengaduan, saran b. HP : WA, 081213331867
dan masukan c. Faksimml : (0231) 486134
d. Website : hitp:/ fdisdukcapil.cirebonkota. go. id
e, E-mail : disdukcapibucirebonkota. go.id
| f. E-LAPOR : Wehiste : lapor.go.id
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
No Komponen Uraian )
1. | Dasar Hukum

h.

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomaor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 entang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah, sebagaimana telah
heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun |




2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j.  Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Pergturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

l.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dasrah Kota Circhon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Neomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselengzarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Circhon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

dani! Fasilitas ATH, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanza b. Mampu menjalankan Aplikasi
B | a. HKepala Bidang
ngawasan : i
Internal b. El-ekretarlls
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 9 orang

e Pela Penerbitan Kartu Keluargs (KK) bagi Penduduk Orang Asing vang nyaman, transparan, cepat dan tepat

wakiu
Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Kartu Keluarga (KK) Penduduk Orang Asing dicetak dijamin standar keasliannya
Pelayanan
Evaluagi Kinerja i Bulan Sekali

Pelaksanan




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 000.8.3.4/D.04-DUKCAPIL /2026
Revisi 31 Juli 2026
Tgl. Efektl 31 Juli 2026

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el)

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A | Komponen Standar Pelavanan vang terkait dengan proses penyampaian pelavanan (service delivery) rﬁe']i_'pgﬁ_;
No Komponen Uraian
1. | Persvaratan a. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
Administrasi b. Fotokopi Kartu Keluarga KK
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur B
Menerima dan Mengoreksi Melakukan Melakukan Konsolidasi
Pemohon kelengkapan persyaratan perekaman KTP-gl 5| data perckaman KTP-el
{Pengadministrasi {Operator SIAK) {Petugas Pencetakan
Kependudukan) KTP-el)
v
= Meregistrasi KTP-el
Futnolisk = { Pengadministrasi
Kevendudukan)
3. | Jangla Waksu 15 Menit
pelavanan
4. | Biaya/Tarif a. Rp. 0,- =
5. | Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik [KTP-el]
6. | Penanganan a. HP :' WA, 081213331867
Pengaduan, saran b, Website s hittp: /S disdukcapil cirebonkota. go.id
dan masukan ¢. E-mgil : disdukcapilircirebonkota, go. id
d. E-LAPOR : Webiste ; lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
{manufacturing] meliputi :

Mo Komponen
1. | Dasar Hukum

Uraian

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admimistrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Eerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanasn Undang Undang Nemor 1
Tahun 1974 temtang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2000 tentang Pelavanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Karu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Feraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cars Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negam dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tehun
2014 tentang Pedoman Standar Pelavanan;

j-  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomer 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Adminisirasi Kependudukan;

1.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon:

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Circbon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;




Sarana, Pragarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendarasan dan Kamera

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi

Pengawasan a. Kepala Bidang

Internal ;

b. Selkretaris
. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

2 orang

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektromk (KTP-el) vang nvaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Kartu Tanda Penduduk Elekmronik (KTP-el) dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/D.05-DUKCAPIL/2026
Revisi ¢ 31 Juli 2026
Penggantian Kartu Tanda Tel. Efektifl ;31 Juli 2026
Penduduk elektronik (KTP-¢l)
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery] meliputi :
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. KTP-el rusak
Administrasi 1) Melampirkan KTP-el vang rusak

2) Forokopi KK

b. KTP-el hilang
1} Melampirkan Surat Lapor Kehilangan dari kepolisian
2} Fotokopi KK

¢. Perubahan data KTP-el
1} Melampirkan KTP-el
2}  Melampirkan fotokopi KK perubahan

2, Sistem, Mekanisme

dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Melakukan  konsolidasi
Pemohon 44— kelengkapan  persyaratan | | data perekaman KTP-el / | ] Pemohon
{Operator) Cetak Ulang KTP el
{Operator)
3, [ ek 15 Menit
pelayanan
4, Biaya /Taril a Rp. 0.-
3. | Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik [HTF-EH'
6. | Penanganan a. HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran b, Website : hitp: / /disdukcapil cirebonbkota. go_id
dan masukan ¢. E-mail : disdukcapbacirebonkota go. id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :

No Komponen Urajar

e a—

1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d, Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 25
Tehun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomeor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempatl atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i, Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformas: Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirehon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselengearakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

dan /atau Fasilitas ATH, Pﬁﬂltl.‘r..ﬁ_ﬂﬂ_llmlﬂ. Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan Kamera
Kompetensi 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
e a. HKepala Bidang
NERWRSR 1 ¥
ikt b. Sekretaris

¢. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

9 prang

Jaminan Pelayvanan

Penggantian Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) vang nyaman, transparan, cepat dan tepat
waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el} dicetak dijamin standar keashannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

A —

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/D.06-DUKCAPIL/2026 |
Penerbitan Kartu Tanda Revisi : 31 Juli 2026

Penduduk Elektronik (KTP-¢l) | 18- Efektil 31 Juli 2026
Penduduk Orang Asing

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah Kawin atau perngh kawin
Administrasi .
b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
c. Fotokopi Kutipan Alkta Nikah /Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 [tujuh belas) tahun
d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
e. Fotokopi paspor dan Izin Tinggal Tetap
2. | Sistem, Mekanisme '
dan Prosedur Menerima dan Mengoreksi Melakukan Melakukan Konsolidas:
Pemohon | g o) kelengkapan persyaratan [ perekaman KTP-¢l ol daia perekaman KTP-gl
{Opeerator) {Operator) {Operatord)

'

Meregistrasi KTP-el
Pemohon  jg—] (Operator)
3. Jangykn Waktu 15 Menit -
| 4. Biaya/Taril Rp. O,-

5. Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-&l) Penduduk Orang Asing
6. Penanganan a, HP SWA 0B1213331867

Pengaduan, saran b. Website : http:/ fdisdukcapil cirebonkota. go.id

dan masukan c. E-mail ! disdukcapikircirehanbota go.id

d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal organisasi (manufacturing) |
meliputi :

No Komponen . Uraian
1. | Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Rependudukan;

b. Undeng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah, sebagaimana telah

i beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9@ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor |
Tahun 1974 teptang Perkawinan:

&,  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admimstrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional; |

h. Peraturan Presiden Nomor 9% Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nemor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Cirebon Nomor

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yvang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tehun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

Sarana, Prasarana,
dan /atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan Kamera

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
d. Kepala Bidang
FErgEwAaN b. Sekretaris
Internal

c. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

9 orang

—_— e S |

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elekironik [KTP-el) Penduduk Orang Asing yang nyaman, fransparan, |

cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
| Pelayanan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el] Penduduk Orang Asing dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasgi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




Penerbitan Kartu Identitas Anak

STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 000.8.3.4/D.07-DUKCAPIL/ 2026
Revisi 31 Juli 2026
Tel. Efekuil 31 Juli 2026

(KIA)

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penyampaian pelavanan (service delivery) meliputi -
No Komponen Uraan
1. | Persyaratan a. Telah berusia 0 5/d 17 tahun kurang 1 han
Administrasi b. Fotokopi Akta Kelahiran
c. Fotokopi Kartu Keluarga KK SIAK
d. Pas foto warma ukuran 3 x 4 sehanvek 2 lembar untuk usia di atas 5 (lima) tahun
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Melakukan scan foto dan Mengoreksi dan
Pemohon 1. | kelengkapan persyaratan | | pencetakan data KIA memverifikasi KIA
(Operator) (Operator ) e (Gationed)
| Sertifikusi
| elektronik KI1A Mengoreksi dan
| (Pemohen) | | (Kadis) memverifikasi
| KIA (Kabid)
| |
| 3 Jangka Walitu 19 Jhmm
| pelayanan S
4. | Biaya/Tanfl Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan Kartu ldentitas Anak (KIA)
6. | Penanganan a. HP t WA, 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website ; http:/ fdisdukcapil cirebonkota. go.id
dan masukan c. E-mal ' disdukeapilacirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
| B | Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing] meliputi
| No Komponen Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Womor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tenmtang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomeor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Momor Induk Kependudukan Secara Masional sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Karfu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 109 Tabun 2019 tentang Formulir dan Buku yang

digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor | Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon NMomor 4 Tahun 2023 tentang Penyvelenggarasn Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan /atau Fasilitas

ATH, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan dan Kamera

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikast
. a, Kepala Bidang
EEWESHT] :
e b. Sekretaris
c. HKepala Dinas
3. ! Jumlah Pelaksana 4 orang
f. l Jaminan Pelavanan | Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
Keamanan dan . . — .
Kesel Kartu ldentitas Anak [KIA) dicetak dijamin standar keasliannya
Felavanan

Evaluas=i Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/D.08-DUKCAPIL /2026
Revisi + 31 Juli 2026
Pelaporan Surat Pindah antar Tgl. Efektif : 31 Juli 2026
Kecamatan
. 1
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputd :
No. Komponen Uraian
1 Persyaratan 8. Melampirkan KK dan KTFP yang asli (SIAK)
" | Administrasi b. Mengisi F-1.03
2. Sistem,
Mekanisme dan Menerima dan Mengambil data Mengoreksi dan
Prosedur mengoreksi berkas secara online dan memverifikasi berkas
Pemohon 1¢— permohonan pindah ™ mencetak konsep KK = surat keterangan pindah
{Operator) negeri {Operator) dan konsep KK (Kasie )
Meregistrasi, Seriifikasi Mengoreksi dan
| Bemahi = memilah = lektronik h — mmwcnlﬂkas:
{Operator) (Kadis) (Kabid)
3. Jangka Waktu 12 Jam
pelavanan
4. | Biaya/Taril Rp.0,
5. Produk Pelayanan | Pelaporan Surat Pindah antar Kecamatan
6, Penanganan a. HP WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hripe S fdisdukcapil cirebonkota. go.d
dan masukan c. E-mail : disdukcapildcirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Wehiste : lapor.go.id
B Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
No Komponen — Uratan
L Dasar Huleum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, scbagrimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerinteh Nomor 9 Tehun 19753 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

{ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan,

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momar Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimeana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tenteng Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Momor 26 Tahun 2009 teniang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negare dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;




k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang

L

dipunakan dalam Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan FPemerintahan vang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon:

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahunm 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Pnnter, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan dan Kamera

Kompetensi a, Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan Internal b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 9 orang

Jaminan Pelayanan

Pelaporan Surat Pindah antar Kecamatan vang nyaman, transparan, cepat dan tepat wakiu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelavanan

Evaluasi Kinetja
Pelaksanaan

Pelaporan Surat Pindah antar Kecamatan dicetak dijamin standar keasliannyva

1 Bulan Sckali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/D.09-DUKCAPIL/2026
Revisi 31 Juli 2026
Pelaporan Surat Pindeh Datang WNI | 18- Efektil 1 31 Juli 2026
Antar Kabupaten/Kota /Provinsi
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponeén Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
L. ied“!r'“’_'mﬂ_ a. SKPWNI dari daerah asal (asli)
| Aeminismal b, Mengisi Formulir F-1,03
2. | Sistem,
Mekanisme dan Menenima dan Mengamiil data Mengoreksi dan
Prosedur b mengoreksi berkas secara omline memverifikasi surat
il e permohonan (Operator) . (Orperator ) - keterangan pindah dan
konsep KK (Subkoord )
Meregistrasi, memilah dan > s
menyerahkan (Operator) Sertifikasi ETigoreta) dan
Pemohon | % | elekirontk #— memverifikasi
(Kadis) Subkoord
konsep KK
{Kabid)
1 Jangka Wakiu 12 Jam
pelayanan
4. Biaya/Tarif Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Pindah Datang WHNI Antar Kabupaten /Kota,/ Provinsi
6. | Penanganan a. HP : WA. DB1213331867 i
Pengaduan, saran b, Website s hitpy) fdisdukcapil cirebonlota. o, id
dan masukan c. E-mail : disdukcapilicirebonkota, go.id
| d. E-LAFOR : Wehiste : lapor.go.id

E  Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
| meliputi :
No | Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum g, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
MNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momaor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomeor 1 Tahun

| 1974 tentang Perkawinan,

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 235
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20046
tentang Admindstrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomeor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presidem Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Momor 26 Tahun 2002 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional;

h., Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan [aerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana,
Frasarana,
dan/atan Fasilitas

ATR, Pninter, Komputer, Telepon, Buang Kerja, Meja, Kursi, [nternet dan Kamera

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
| Pengawasan .
| Ftaria b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jumilah Pelaksana | 9 orang

Jaminan Pelaporan Surat Pindah Datang WNI Antar Kabupaten /Kota/ Provinsi vang nyaman, transparan, cepat dan
Pelayanan tepat waktu

Jaminan

Ermtaim Surat Keterangan Pindah Datang WHNI Antar Kabupaten/ Kota/Provinsi dicetak dijamin standar keasliannya
Pelavanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sckali




Mo, Dokumen
Revisi
Tgl. Efekuif

000.8.3.4/D.10-DUKCAFIL,/ 2026
31 Juli 2026
31 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Surat Pindah Keluar
WNI/OA Antar
Kabupaten fKota,/ Provinsi

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No, Komponen Uraian o
L zgrﬂmmn a. Menglsi Formulir F-1.03
BRI b. KK asli
2. | Sistem,
Mekanisme dan Menerima dan Memproses konsep Mengoreksi dan
Prosedur Pemoho mengoreksi berkas surat pindah keluar m:lmrrriﬂllmsi surat
FONON #—% permohonan ( Operator {Operator) il | ketmng:;pu_.?h keluar
! asie
Meregistrasi, memilah Sertifikasi elekironik Mengoreksi dan
Pemohon | #— dan menyerahkan g | (kadis) @ memverifikasi
{Operator) surat keterangan
pindah keluar
(Kabid)
| Jangka Wakiu . i
3. | pelayanan 12 Jam
4. | Biaya/Tarif Rp. O,-
5, | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Pindah Keluar W] Antar Kabupaten fKota/ Provinsi
6. | Penanganan a. HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran | b.  Website » it/ fdisdukcapil. cirebonkota. go.id
dan masukan . E-mail : disdukcapilicirebonkota. go.id
d. E-LAPOR . Wehiste ! lapor.go.id
B | Komponen BStandar Pelayanan wyang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan d4i internal u:rp.nln-t_
(manufacturing) meliputd :
Ko homponen Uratan
1. | Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penppant Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang; |
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksansesn Undang Undang Nomor 1 |

Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan ataz Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Fenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran |
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menten Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

jo  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




1.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemibentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon:

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang

n.

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Pelaksanaan

Sarana,
Prasarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
l dan/atau Fasilitas
Kompetensi a, Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pengawasan a. Kepala Bidang
Internal b. Sekretaris
kepala Dinas
Jumlah Pelaksana | 9 orang
Jaminan Penerbitan Surat Pindah Keluar WN1 Antar Kabupaten/Kota/Provingl yang nyaman, transparan,
Pelayanarn cepatl dan tepat waktu
Jaminan
Keamanan dan Surat Keterangan Pindah Keluar WNI Antar Kabupaten / Kota/ Provinsi dicetak dijamin standar
Keselamatan keasliannya
Pelayanan
Evaluasi Kinena 1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Surat Keterangan

Pindah

No. Dokumen
Revisi

Tgl. Efektif

000.8.3.4/D.11-DUKCAPIL /2026
31 .Juli 2026
31 Juli 2026

Keluar Negeri (SKPLN)

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
I
A I Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. | Komponen Uraian
o Persyaratan a. Berkas SPPLN [Surat Pengantar Pindah Luar Negeri)
Administrasi 1] KK Asli
2] KTP-el
3) Dokumen Perjalanan
4] Hartu Izin Tinggal Tetap
5} Mengisi Formulir F-1.03
b. Berkas SKPLN
1) Formulir SKPLN di Disdukcapil |
2] KK dan KTP ash ditarik di Disdulcapil I:
3] SKPLN digunakan sebagai salah satu svarat dalam pengurusan paspor
2. Sistem, Mekanisme dan
Prosedur Menerima dan Memproses konsep Mengoreksi dan
mengoreksi berkas surat pindah keluar memverifikasi surat
Pemohon — : - : ;
permahonan { negeri (Operator) keterangan pindah keluar
Operator ) negen (Kasie )
Meregistrasi, memilah W“:E;:;:‘“”“‘ Mengﬂmﬁfi dan
Pemohon [ Operator) memverifikasi
N . 4 —  surat keterangan
pindah keluar
keluar negen
(Kahid)
3 Jangka Waktu 12 Jam
| pelayvanan
4, Biaya/ Tanf Rp. 0.-
3. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SEPLN)
. Penanganan a. HP ; WA, 081213331867
Pengaduan, saran dan b. Website : httpe ) Sdisdukcapil cirebonkota, go.id
masukan c. E-mail : disdukcapikiccirebonkotea. go.id
| d. E-LAPOR : Wehiste ; lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi [manufacturing)
meliputi :
Mo Komponei | Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
relah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja memjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Momor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah dinbah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudulk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menterd Pendayagunaan Aparatur Negara dan Heformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran




Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

I. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Cirebon;

m, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemernntah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

| Sarana, Prasarana,
| dan/atau Fasilitas

b

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kurs:, Internet

3. Kompetensi Pelaksana

a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
b, Mampu menjalankan Aplikasi

4 Pengawasan Internal

. HKepala Bidang
b. Sekretans

c. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

wm

9 orang

a. Jaminan Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) vang nyvaman, transparan, cepat dan
tepat waktu

Jaminan Keamanan
7. dan Keselamatan
Pelayanan

Surat Keterangan Pindah Keluar Negen (SKPLN) dicetak dijamin standar keasliannya

8 Evaluasi Kinerja
> Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/D.12-DUKCAPIL/2026
Revisi : 31 Juli 2028

Tgl. Efektif ¢ 31 Juli 2026
Penduduk Non Permanen

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A | Komponen Standar Pelavanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi :

Nao Komponen Uraian
1. | Persyaratan p ; S 7 h
A rdriRtrant a. Fotokopi KTP-el {asli diperlihatkan];
b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) asli diperlihatkan;
¢. Mengisi Formulir F1.15;
d. Surat Pengantar dari RT/RW atau surat keterangan dari instansi terkait;

2. | Sistem, Mekanisme

dan Prosedur | Meregistrasi, memilah Menginput data dan Mengoreksi dan
Pemohon L1 {Operator) L, mencetak konsep by memverifikasi
penduduk non permanen konsep penduduk
(Cperator) N PeTmancT
Sertivikasi
Pemohon Elektronik
(Kadis)

3. | Jangka Waktu

12 Jam
pelayanan
4, | Biayva,Tarif Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan Data Penduduk Non Permanen
6. | Penanganan a. HP : WA, 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website »hup/ Sdisdukcapil. cirebonkota.go. id
dan masukan ¢ E-mail : disdukcapitacirebonkota.go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
E | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
Mo Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publilk;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tehun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaen Undang-Undang Nomor
25 Tahun 20009 tentang Pelavanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomaor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional scbagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i, Peramturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negars dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayvanan;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administras: Kependudukan;
1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Dlaerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
| Cirebon Nomer 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun




2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Barana, Prasarana,
dan fatau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intermet, Kendaraan dan Kamera

Kompetensi
Pelaksana

Memahami Peraturan Perundang-undangan
Mampu menjalankan Aplikasi

Pengawasan lnternal

Sekretaris

a
b
a. Kepala Bidang
b
c. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

9 orang

Jaminan Pelayanan

Pendataan Penduduk Non Permanen yang nvaman, transparan, cepat dan tepat wakiu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
:! Pelayanan

Data Penduduk Non Permanen dijamin standar keasliannya

. | Evaluasi Kinerja
| Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Surat Keterangan

Tempat Tinggal (SKTT) Bagi (
Penduduk

Orang Asing

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efelktifl

000.8.3.4/D.13-DUKCAPIL/2026
31 Juli 2026
31 Juli 2026

Unit Kerja

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penvampaian pelayvanan (service delivery] meliputi ;

No.

Komponen

Uranan

Persvaratan
Administras

apEe

Fotokopi paspor
Fotokopi Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS) vang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi
Pas foto warna ukuran 2 X 3 sebanyvak 2 lembar
Mengisi formulir biodata di Disdukcapil

T Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

Pemohon

Menerima dan mengoreksi
kelengkapan persyaratan
{ Operator)

Menginput data dan
mencetak konsep SKTT
{Oiperator )

Mengoreksi konsep
SKTT (Subkoord )

b
r

i

Meregisirasi, memilah

Tanda Tangan
{Operator)

elekrronik SETT
{Kadis)

Mengoreksi konsep

Pemohon ] — SKTT (Kabid)

Jangka Waktu
pelayanan

12 Jam

Biaya/Tarif

Rp. 0,-

Produk Pelayvanan

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Penduduk Orang Asing

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

anoe

HP
Website
E-mail
E-LAPOR

t WA DBI213331867

: http: / fdisdukcaml cirebonkota go.ad
» disdukcapilicirebonkota.go.id

: Webiste : lapor.go.ad

No

| Komponen Standar

meliputi :

Pelavanan vang terkait dengan proses pengelolsan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulkan;

Undeng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemernintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berhagis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebapaimana telah diubah beberaps
kal terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nemor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Admimnistrasi Kependudukan;




l.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Deerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cireborn Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentuken dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon:

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b, Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan :
il b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana | 9 orang

Jaminan Pelavanan

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Penduduk Orang Asing yang nyamarn,
transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan

Keamanan dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Penduduk Orang Asing dicetak dijamin standar
Keselamatan keasliannya

Pelayvanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Lahir Mati

MNo. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektif

000.8.3.4/C, 14-DUKCAPIL { 2026
31 Juli 2026
31 Juli 2026

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan a. Fotokopi KK
Administrasi b. Fotokopi KTP-el orang tua {suami istri)
¢. Surat Keterangan Lahir Mati dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek
d. Fotokopi KTP-el 2 [dua) orang saksi yang sudah dewnsa
e. Fotokopl buku nikah orang tua
| f. SPTJM pasangan suami dan isteri (jika poin e tidak terpenuhi)
2. | Sistem, Mekanisme | _ :
dan Prosedur Menerima dan mengorcksi Meregisirasi berkus Menginput data dan
- kelengkapan persvaratan permohonan suket tahir mencelak konsep suket
Pemohon { Petugus) mali (Pengadministrasi lahir mati {Operator SIAK)
Akta)
!
Mencetak Suket Lahir Verifikos Mengoreksi. Mengoreksi,
Mati (Operator SIAK) Sertifikasi Elektronik memverifikasi, memverifikasi,
44—  Suket Lahir Mati o memberikan paraf’ 4—n  memberikan paraf
{Kadis) konsep suket [ahir mali konsep suket lahir mati
(Kahid) (Subkar)
Memilzh berkas suket
lahir man {Petugas) Pemibin
a Jangka Wakiu 14 i
pelayanan B
4. Biaya/Tarif a. :Bp. 0,-
5. Produk Pelayanan | Surat Keterangan Lahir Mati
G, Penanganan a. HP P WA, 081213331867
Pengaduan, saran b, Website : http:/ Jdisdukeapil cirebonkota. go.id
dan masukan c. E-mail disdukcapila cirehonkota. go,id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ([manufacturing)

meliputi :
Mo Romponen Uranan
1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilc;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun




2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebonn Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraruran Daerah Kota Circbon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahen vang
diselenggarakan oleh Pemenntah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan /atau Fasilitas

ATH, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana h. Mampu menjalankan Aplikasi
Pen a. Kepala Bidang
FAWASATL ;
tevimrmat b. Sekretaris

. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

Jaminan
Pelayanan

—

8 orang

Surat Keterangan Lahir Mati vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Surat Keterangan Lahir Mati dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektif

000.8.3.4/C.15-DUKCAPIL /2026
31 Juli 2026
31 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Surat Keterangan
Pembatalan Perkawinan

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a.  Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan
Administrasi b. Fotokopi KTP
. Putusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Perkawinan yvang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap
d. Kutipan Akta Perkawinan suami isteri
2. | Sistem, Mekanisme —
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Menginput data dan Memverifikasi, memvalidusi
kelengkapan persyarnian mencetak konsep Sukei dan memberikan paraf
Pemohon  Jg—#  (Penpadministrasi ) gl Pembitalan Perkawinan Jg gl konsep Suket Pembatalan
{Operator S1AK) Perkawinan
{Subkor)
I e :
Memilah berkas
dan menyerehkan Mencetak Suket Memverifikasi, Memverifikasi,
Sukel Pembatalan | Pembatalan memvalidasi Suk_:t L dan
Perkawinan Perkawinan — E‘:mhmalanﬂ[’erhawman memberikan pazaf
Pengadministrasi (Oporslor SIAK) un Penandatanganan konsep Suket
; i elektronik {Kadis) Permbatalan
* Perkawinan
{Kahid)
Pemahon
Jangka Waktu
3 | pelayanen 12 Jam
4. Biaya,/Tanf a. Rp. 0,.-
5. | Produk Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
6. Penanganan a. HP WA, OB1213331867
Pengaduan, saran b. Website : hittp: / fdisdukcapil cirebonkota. go.id
dan masukan c. E-mail : disdukeapikiicirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :

No | kemponen | Uraian

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Noemor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b, Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telab
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tenfang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penpgganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administras) Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional,

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j.  Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran




Penduduk dan Pencatatan Sipil:

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

I.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Circhon;

m. FPeraturan Dacrah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Adminisirasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, [nternet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b.  Mampu menjalankan Aplikasi
Penga a. Kepala El_:da.ng
Ty 1 i . Bekretaris
c. Kepala Dinas
Jumiah Pelaksana 3 orang
Jaminan Pelayanan | Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang nyvaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
Enmlam:-_laim Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dicetak dijamin standar keashannya
Pelayanan B

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




Penerbitan Surat Keterangan

STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 000.8.3.4/C.16-DUKCAPIL /2026
Revisi 31 Juli 2026
Tgl. Efektif 31 Juli 2026

Pembatalan Perceraian

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan a. Fotokopi Kartu Keluarga yvang Er‘sﬁ.'l-lgl-é.ftﬁﬁ =
Administrasi h. Fotolopi KTF
. Putusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Perceraian vang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap
| d.  HKutipan Akta Perceraian suami isteri
2. Sistem, Mekanisme |
dan Prosedur [ Mencrima dan mengoreksi Menginput data dan Memverifikasi, memvalidasi
| kelengkapan persyaratan mencetak konsep Suket Suket Pembatalon Perceraian,
Pemohon (Pengadministrasi ) | Pembatalan Penceraian dan memberikan paraf
(Operator SIAK ) konsep Suket
{Subkor)
Memilah berkas dan Mencetak Suket Memverifikasi, Memverifikasi,
menycrahkan Suket Pembatalan memvalidasi Suket memvalidasi dan
Pembatalan . Perceraian {4—| Pembatalan Percernian 1o | memberikan paraf
Perceraian {Operator SIAK) dan Menandatangani konsep  Sukel
{ Pengadministrasi) Suket Secara {Kabid)
Elektronik
v (Kadis)
Pemohon
Janglks Waktu ¥
3. pel an 12 Jam
4. | Biava/Tarif a. Rp. 0,-
5. Produk Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
. Penanganan a. HP P WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : http: / fdisdukecapil. cirebonkots. go.ad
dan masukan c. E-mail : disdukcapikacirebonkota.po. id
d. E-LAFOR : Wehiste : lapor.go.id
B HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
No Komponen Uraian
1. Dasar Hulkum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulkan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Feraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaasn Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tenteng Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tands Penduduk
Berhasis Nomor Induk Kependudukan Secara MNasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Momaor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Momor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tertang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Fersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;




k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yvang
digunakan dalam Administresi Kependudukan;

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomeor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
dizelenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan:

Sarana, Prasarana,
dan /arau Fagilitas

ATK. Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intermet

Kompetensi a  Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b.  Mampu menjalankan Aplikasi
B a. HKepala Bidang
mtef-';al b. Sekretaris
c. Kepala Dinas
Jumiah Pelaksana 3

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Surat Ketér:afngan Fembatalan Perceraian yang nyaman, transparan, cepat dan tepat
wakiu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




Revisi ;31 Juli 2026
) Tgl. Efektif o 31 Juli 2026
Penerbitan Surat Keterangan gl
Pengangkatan Anak
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
" A_| Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyam elayanan [service d meliputi :
No. Komponen = Uraian .
1. | Persyaratan a. Salinan Penetapan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (di legalisir bagi yang
Administrasi belum tanda tangan eleldronilk)
b. Fotokopi buku nikah/akia perkawinan orang tua angkat
c. Fotokopi KK dan KTP orang tua angkat
d. Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan (asli diperlihatkan)
2. | Sistem, Mekanisme _._ - =
dan Prosedur Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
mengoreksi mencetak konsep Catatan memverifikasi,
Pemohon [ kelengkapan persyaratan +—m  Pinggir (Operator SIAK) |  memberikan paral
{Pengadministrasi) konsep Catatan
| Pinggir { Subkor)
Memilah berkas dan Mencetak Mengoreksi dan Mengoreksi,
menyerahkan Catatan pinggir Catatan pinggir menanda tangani memverifikasi,
{ Pengadministrasi) {Operator - Catatan pinggir - memberkan paral
SIAK) secara elektronik konsep Catatan
{K.adis) Pinggir (Kabid)
Pemohon
3. Jangka Waktu 12 Jam
pelayanan
4. | Biava/Tarif a. Fp. 0,- o
5. | Produk Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anal/Penerbitan Catatan Pinggir Penganglkatan Anak
6. | Penanganan a. HPF : WA. 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitps S f disdukcaml. cirebonkota. go.ad
dan masukan c. E-mail : disdukcapiliveirebonbots. go.id
d. E-LAPOR : Wehiste ; lapor.go.id
B | Komponen Btl.nﬂ.l.ll"lln_ﬂm yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing]
meliputi :
Na Komponen - Uraian o
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b,  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undeang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrast Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g- Prraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pregiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang




digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

I, Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 5 Tahun 2021 tentang Pembentuken dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Momor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentikan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Circbon;

n. Peraturan Daersh Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudulkan;

Sarana,
z;mﬁ' ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
Faasilitas
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi

a. Kepala Bidang
Pengawasan b Selipstaris
Internal :

c. Kepala Dinas
Jumlah
Pelaksana S arang
Jaminan Surat Keterangan Penganpgkatan Anak,/Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak vang
Pelayanan nyaman, transparan, cepat dan tepat wakiu
Jaminan

Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Surat Keterangan Pengangkatan Anak/Catatan Pinggir Pengangkatan Anak dicetak dijamin
standar keaslhiannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sckali




| STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/C.18-DUKCAPIL f 2026

Revisi 31 Juli 2026
# if : 1 Juli 2026
Pencatatan Perubahan Status Tk, Bkt Sl Ju
Kewarganegaraan
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Eomponen Standar Pelayanan yang terkait aewww
Mo, Komponen Uraian
1. F':“’l'_'a'?“m“_ a. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan Berita Acara pengucepan sumpah atau
Administrasi pernyvataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di hidang hulkum tentang perubahan status kewarganegaraan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
KK dan KTP-el (asli)
d. Dokumen Petjalanati

o

2. | Sistem, Mekanisme
dan mmur Menerima dan Menginpui data dan Mengoreksi,
! mengoreksi kelenghkapan mencetak konsep Sural memveriikasi,
! Pemohon  fg—pm persyaralan —™  Keterangan Peruhahan [ | memberikan paraf konsep
{ Pengaminisirasi) Kewarganegaraan Suket Perubahan
{Operator SIAK) Kewarganegaraan |
{Subkaor)
Memilah berkas dan Mencetak Suket Mengoreksi dan Mengoreksi,
menycrahkan Suket Perubahan menanda tangani Memverifikasi,
Perubahan Kewarganegaraans .J Kewargancgaraan . Suket Perubahan 44—  memberikan paraf konsep
{ Penpadministrasi) (Operator SIAK) Kewarpanegarsan Suket Perubalan
secara elektronik Kewarganegarsan {Kabid)
(Kadis)
Pemohoen
Janghks Walitu
= pelavanan 12 Jam -
4. | Biaya/Tarif a :Rp. 0,.-
5. | Produk Pelayanan Surat Keferangan Perubahan I'.'.zwn:gmwgamnn
6. | Penanganan | a. HP WA, 081213331867 i h .
Pengaduan, saran b,  Website : hitp: f fdisdukcapil. cirebonkota. go.ad
. | dan masukan ¢. E-mail : disdukcapilizcirebonkota, go.id
i d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) |

meliputi :
No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana telah

diubah detigan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
| Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kera
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan:

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tehun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan,

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

| Presidern Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
| 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,




3. Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanean
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 fentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemer 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Hota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudulkan;

Sarana, Prasarana,

dan /stsu Fesilitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. HKepala Bidang
fenpawnadn b. Sckretaris
Internal

| & Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana 5 orang

Jaminan Pelayanan | Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan vang nyamar, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan

Keamanan dan . el 4
Wigel dar Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan dicetak dijamin standar keasliannya

Pelayanan

Evaluasi Kinerja |
Pelak | 1 Bulan Sckali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen @ 000.8.3.4/D.19-DUKCAPIL /2026
Revisi + 31 Juli 2026
; Tgl. Efelktifl i 31 Juli 2026
Surat Keterangan Pengganti
Tanda Identitas
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk/Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery| meliputi :
Mo Komponen Uraian
I P:rs:,mmnh a. Fotokopi KK )
' | Administrasi

2. | Sistem, Mekanisme 1

dan Prosedur Menerima foto copy KK Mengecek kebenaran dok. Mengoneksi dan

Pemohon  —a i Pengadminisirasi KK ( pengadminis trasi. | ] memverifikasi
Kependudukan) kependudukan. ) forocopy KK
{ Analis )
Meregistrasi.
Pemohon membubuhkan TTE
{Subkoord, Kabid, Kadis)

3. Jangka Waktu 12 Jam

pelayanan
4, | Biava/Tarif Rp.0,-
5. | Produk Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
6. | Penanganan a. HP D WA DB1213331867

Pengaduan, saran b. Website ¢ http: / Jdisdukcapil cirebonkota.ge.d

dan masukan ¢. E-mail : disdukcapiliccirebonkota go.id

d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

|

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelavanan di internal organisasi (manufacturing)

meliput :
No Komponern . Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan artas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, schagnimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 1entang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kega
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perlkawinan;

g. TPeratiran Pemerintah Nomer 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2000 tentang Pelayanan Publil;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksansan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan,

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomer Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

| Induk Kependudukan secara Nasional,

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil:

i,  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanasn
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peramuran Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

l.  Peraturan Daersh Kota Cirebon Nemor 5 Tahun 2021 tentang Pembenfukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Momor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;




n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan fatau Fasilitas

ATK Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, , bak stempel dan stempel

Kompetensi B Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b.  Mampu menjalankan Adminstasi
& Kepala Bidang
Pengawasan
Internal b Sekretaris

C. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

4 orang

Jaminan Pelayanan

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitag yang nyaman, transparat, cepat dan tepat wakfu _

Surat Keterangan Pengganti Tanda [dentitas dijamin standar keabsahannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/C.20-DUKCAPIL/2026
Revisi ¢ 31 Juli 2026
Pencatatan Peristiwa Penting L B
Lainnva
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A Bnmp?ﬁenm_du uli'ﬂl-lrlli.lll_a_!l_ terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi :
Na. Komponen Uraian
" Eﬁ:{:ﬂm a. Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri vang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
| b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (asli diperiihatkan)
c. Fotokopi KK (asli)
d. Fotokopi KTF iasli)
e. Formulir permohonan

2. | Sistern, Mekanisme

dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Menginput data dan Mengoreksi,
| i kelengkapan persvaratan mencetzk konsep memverifikasi,
" (Pengadministrasi —™  Catstan Pinggir Akta [ memberikan paraf konsep
Akta) (Operator STAK) Catamntﬁ;llggir Akta
[T Gt
Membubuhkan Cap Mengoreksi,
Dinas, Memilah berkas Mencetak Catatan Menandatangani myemverifikasi,
! Catatan Pinggir akia, ®— Pinggir Akia {Operator Calatan Pinggir Akia 4 memberikan paral
menyerahkan SIAK) Secara Elekironik konsep Catatan Pinggir
(Pengadminisirasi Akin) (Kadis) Akta (Kabid)
Pemahaon

3, | Jangks Waktu 12 Jam
pelayanan R

4, | Biaya/Tarif Rp. 0,-

5. | Produk Pelavanan Catatan Pinggir Akta

6. | Penanganan a. HP WA, 0B1213331867

| Pengaduan, saran b, Wehsite + hittp:/ /disdukcapil cirebonkota.go. id
| dan masukan c. E-mail : disdukcapilivcire bonkota, go. id

d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

—

E  Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :

M Komponeti Uraian

1. | Dasar Hukum a.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

| b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomaor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publil;

f.  Peraturan Pemerintah Nomeor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran |
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan




Peraturan Presmiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan,

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Hota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemeriniahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kowa Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasaransa,
dan fatau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Keamanan dan
Keselamatan
| Pelayanan

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
P a. Kepala Bidang

FgawaAsAn '
In L. Sekretaris

¢. Kepala Dinas

Jumiah Pelaksana | 3 orang
Jaminan Catatan Pinggir Akta yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Pelayanan § ¥
Jaminan

Catatan Pinggir Akta dicetak dijamin standar keasliannya

| Evaluasi Kinerja
] Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

MNo. Dokumen : 000.8.3.4/C.21-DUKCAPIL/2026
Surat Keterangan Pelaporan Revisi i 31 Juli 2026
Pencatatan Sipil Tgl. Efektif : 31 Juli 2026

Dari diluar Wilayah NKRI

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Ko, Komponen Uradan
1. | Persyaratan a. Memgisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI (F2.02)
Administrast b. Kutipan Akta Kelahiran /Kematian / Perkawinan / Perceraian dari negara yang mengeluarkan setelah di
translate oleh penerjemah tersumpah
¢, Surat Keterangan Kelahiran/Kematian / Perkawinan / Perceraian dari Perwakilan Republik Indonesia
d. KTP-el
e KK
f. Dokumen Perjalanan Republik Indenesia (paspor]
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Mengecek kebenaran Membuat konsep Suket
Pemohon  — kehngj:!p?,n persyaratan g gl dokumen | Administrator ) Fel.spum.l_]
{Administrator Data Database/Subkor) KelahiranKematian Perka
baseSubker) winan/Percergian WHI
diluar Wilayvah NKRI
{Operaor SLAK)
| 1
. Menandatangani Sural Pelaporan o = o +
Ltwﬁ'ﬂtwpﬂﬁ“ﬂ;ﬂc mm;mnﬁ[ konssp Memverifikasi, memvalidasi
P La;r wilzysh ! [ Suket o dan memberikan paraf kensep
! (hadu) (Kahid) Suket
l {Subkor)
Membubuhkan Cap
Dinas, Memilah berias Mencetak Catatan
Catatin Pluggir akia, Finggir Akta { Operutor Pemaohon
menyermbkin SIAK)
{Pengadministrasi Akfa)
5 Janghka Waktu 1% Jaza
| pelavanan
| 4. | Biaya/Tarif Rp.0,-
5. | Produk Pelayanan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari diluar Wilayah NKRI
6. | Penanganan a. HP - WA. 081213331867
Pengaduan, saran b, Wehsite : huep: / Jdisdukcepl.cirebonkote. go. id
dan masukan c. E-mail : disdukcapiliveirebonkota, go.id
d. E-LAPCR : Website : lapor. go.id

B | Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi lmmu.hcturi.nir
meliputi :
_No Komponen Uraian

1. Dazar Hulouwm

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelayanan Publike;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nemor 9 Tahun 1975 tentanpg Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

&. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanann Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

{  Peraturan Femerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Hartu Tanda Penduduk Berbasis
Momer Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomer 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;




h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Feraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

l.  Peraturan Daerah Kota Circbon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Momeor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan aras Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Rependudukan;

Sarana, Prasarana,
danfatau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan .
Eribisrrial b. Sekretaris
c. Kepala Dinas
3 orang

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari diluar Wilayah NKRI yang nyaman, transparan,
cepat dan tepat wakiu

Jaminan Keamanan
| dan Keselamatan
Pelayanan

Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari diluar Wilayah NKRI dicetak sesuai standar
keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekall




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/C.22-DUKCAPIL/2026
Revisi ¢ 31 Juli 2026
£ . Tgl. Efekt i i 2026
Penerbitan Akta Kelahiran gl. Efelil AR
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery) melipuati :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan a. Fotokopi KK (asli diperlihatlan)
Administrasi b. Fotokopi KTP kedua orang tua
c. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek (Asli
diperlihatkan)
d. Fotokopi Surat Nikash/Hutipan Akta Perkawinan |Asli diperlihatkan)
e, Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi
f.  Fotokopi ijazah dan surat nikah yang bersanghkutan ash diperlihatkan juntuk akta kelahiran
dewasa)
g Mengisi formulir permohonan
h. Surat Pernvataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran apabila poin c tidak ada
i. Surat Pernvataan Tangging Jawab Mutlak Pasangan Suami lstri apabila pein d tidak ada
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
mengoreksi kelengkapan mencetak konsep memverifikasi,
{| Pemohon —8 persyaratan — akta Kelahiran —®  memberikan paraf konsep
(Pengadministrasi Akia {Operator SIAK) Akta Kelahiran {Subkor )
Kelgzhiran)
—
Menandatangani Mencetak Akta Verifikasi Mengoreksi,
Register (Kadis) Kelahiran — Sertifikasi migmverifikasi,
(Operator SIAK) FElekironik Akla memberikan paraf
‘# Kelahiran (Kadis) konsep Akta
Menzilah berkas regisier dag Kelahiran | Kabid}
Kutipan Akia serta menyerahkan Pemol
{Pengadministrasi Akta Kelahiran) i
Jangka Waktu
3. pela: 12 Jam
4. Biava/Tarif Rp. 0,- o
5. Produk Pelayanan Akta Kelahiran
6. Penanganan a. HP WA 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitp: [ fdisdukcapil.cirebonkota.go.ad
dan masukan c. E-mail : disdukcapilo cirebonbota. go. id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
No Komponen Uraian
1. [Yasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengeanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Prraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Talun 2006
tentang Administras: Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nemar Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomer 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional,

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i  Peraruran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;




i

k.

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan den Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentiukan dan Susunan Peranghkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang

n.

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerash Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan /atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Megja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjulankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
B R b. Sekretaris
Internal
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana B orang

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Akta Kelahiran yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelavanan

Alcta Kelahiran dicetak dijamin standar keaslianmya

Evaluas Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

Catatan Pinggir Perubahan

No. Dokumen
Rewisi
Tgl. Efektifl

000.8.3.4/C.23-DUKCAPIL /2026
31 Juli 2026
31 Juli 2026

Akta Kelahiran

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
i
| No. Komponen Uraian
]
I L Persyaratan a, Salinan Penetapan dan Pengadilan Meger yang sudah memperoleh kekvatan hukum tetap
Administrasi b. Fotokopd Kutipan Akta Kelahiran (asli diperlihatkan)
<. Fotokopi KK [asli)
d. Fotokopl KTP (asli)
&, Formulir permohonan
2. Sigtem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi menginpui data dan Mengorekst,
Peaiids kelengkapan persvaratan mencelak konsep memverifikasi,
e { Pengadministrasi —®  Catatan pinggir akia 4P  memberkan paraf konsep
Dokumen ) (Operator S1AK) Catatun pinggir akts
1 Subkor)
i 1
Membubuhkan Cap Dinas, Mengoreksi, i
Memilah berkas Camatan Menandatanguni Mencetak Catatan memverifikasi,
pinggir akin, menyerahkan  Lg—|  Camatan pinggir (%] pinggir akia (Operator  4—  memberikan paraf
{Pengadministrasi akta (Kadis) S1AK) komsep Catatan
Daokumen) pimgeir akts (Kabidy
Pemohon
a, Jangka Waktu 12 Jam
pelayanan
4. Biaya/Taril a. Rp. 0,- .
5. Produk Pelavanan Catatan Pingeir Akta Kelahiran -
| 6. | Penanganan a. HP T WA. 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website : hetp:/ fdisdukecapil cirebonkota go.id
| darn masukan c. E-mail : disdukcapilicirebonkota. go.id
| d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
! a2
B EKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
Ma Komponen Uraian
1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintehan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kenja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Momor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomer 26 Tahun 2009 tentang Fenerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Masional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudulk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomer 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran




Penduduk dan Pencatatan Sipil:

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang

digunakan dalam Administrasi Kependudukan:

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependuduban:

Sarana, Prasarana,
dan /atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, [nternet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Hepala Bidang
Tenp——" b. Sekretaris
Internal :
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 8 orang

Jaminan Pelayanan

Catatan Pinggir Akta Kelahiran yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayvanan

Catatan Pinggir Akta Kelahiran dicetak dijamin standar keaslisnnya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 000.8.3.4/C.24-DUKCAPIL/ 2026
Revisi 31 Juli 2026
Pembetulan Akta Kelahiran 5 el Skl 200
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | 'ﬁnhjman Standar ?ﬁiﬁmn yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
| No. Komponen Uraian e
| 1. | Persyaratan A. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
I Administrast b,  Mengisi formulir permohonan yang ditandatangam pemohon
| ¢. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
d. Ash kutipan akta
e, Fotokopi dokumen acuan (ljazah, surai nikah, dan lain-lain)
2. | Sistem,
Mekanisme dan 4 2 Menerima berkas dan
Prosedur Pemohon | g o Nty fen AsngRighic Gla £ register Aki,
=R s bt - mencetak konsep memverifikasi
. kelenghkapan persyaratan pembetulan akia (Operator  — htelkian
(Pengadministras: Akta) SIAK) I TR
1 L e pingeir di register
|
Nt A - ’
KEM“;EEFM! L — Elektronik Mengoreksi, memverifikasi,
pemberulan Akia memberikan paraf’ konsep
Perbaikan (Kadis) [€ | pembetulan Akta (Kabid)
Memilah berkas register dan
Kutipan Akta, menyerahkan -
(Pengadministrasi Akta) Pemgaon
Jangka Waktu 2
_ 3. T 12 jam
| 4. | Biaya/Tarif Rp.0,-
5. Produk Pelayanan | Akta Kelahiran
6. | Penanganan a. HP WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : http:/ -'d:igjukrnml.rarrhnnknta.gn.ul
dan masukan c. E-mail s disdukcapilicirebonkota. go.id
| d. E-LAPOR : Website ; lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
{manufacturing) meliputi :
MNa Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b, Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
| Momor mduk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Fresiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tabun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomar 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelavanan;

j.  Permturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudulan;

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagrimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomeor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021




tenitang Pembentukan dan Susunan Peranphkat Daerah Kota Cirebon:

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 fentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Femerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenpgaraan Administrasi

Kependudukan;
Prasarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
dan/atau Fasilitas
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksane b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pe a, Kepala Bidang
TIZEWELSAT]
tertl b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jumiah Pelaksana | 6 orang

Jaminan

Pelayanan

Pembetulan Akta Kelahiran yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

Pelayanan

Akta Kelahiran dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/C.25-DUKCAPIL/2026
Revisi 31 Juli 2026
Pencatatan Akta Kelahiran Teh Bielait +. BlJub 2036
WHNI diluar Wilayah NKRI
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Mo, Komponen Uraian
1. | Persyaratan g. Memgisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI (F2.01]
Administrasi b. Surat Kelahiran anak dari negara vang mengeluarkan setelah di translate oleh penerjemah
tersumpah
¢. Sural Keterangan Kelahiran dari Perwakilan Republik Indonesia
d. KTP-el
e. KK
f.  Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua (paspor)
E. Buku Nikah
2. | Sistem, Mekanisme - . o
dan Prosedur Menerima dun mengoreksi Menginput data dan Memverifikasi, mermvalidasi,
kelenghapan persyaratan mencetak konsep Akta dan mhcﬁhnlpml'
Pemaohon {Pengadministras Akta Lg Kelahiran oleh Operator  |ag—pe  konsep Akta Kelahiran oleh
Kelahiran) SIAK A Subkor
Memilah berkas register dan Mencetak Akia Memverifikasi , Memverifikasi,
Kutipan Akra Kelahiran serta Kelahiran oleh memvalidasi dan memvalidasi, dan
menyerahkan {Pengadminitrasi Operator SIAK Penandatanganan memberikan paraf
Akta Kelahiran) secara TTE oleh konsep Akta
; Kadis Kelahiran oleh Kabid
Pemohon
3. Janglka Walktu 12 Jam
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Rp.0.- — |
5. | Produk Pelayanan Alcta Kelahiran WNI diluar Wilayah NKRI
6. | Penanganan a. HP : WA, 081213321867
Pengaduan, saran b, Website : hittp:f f disdukcapil cirebonkota. go.ad
dan masukan ¢, E-mail : disdukeapilicirehonkota goid
d. E-LAPOR . Website : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pchﬂn;a yang terkait dengan proses pcngelnl:ﬂ:peh}lm di internal organisasi (manufacturing)
. meliputi :
No Komponen Uraian ==
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; scbagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

c. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomoer 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomeor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomeor 26 Tahun 2009 teniang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tehun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Felaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

%. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




1.  Pematuran Daerah Kota Cireboni Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomeor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
[' it b. Sekretaris
it €. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 5 orang

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan
dan Kesclamatan
Pelayanan

Akta Kelahiran WNI diluar Wilayah NKRI yang nyaman, transparan, cepat dan tepat wakiu

o

Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran WNI diluar Wilayah NKRI dicetak sesual standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/C.26-DUKCAPIL/2026
Revisi 31 Juli 2026
y . Tgl. Efekti ; 1 Juli 2026
Penerbitan Akta Kematian ik Eelatit 31 Juli 202
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
|r 1. | Persyaratan 8. Fotokopi Surat Kematian dari Rumah Sekit, Puskesmas, Dokter dan lain-lain atau Lurah Setempat
Admirstrand (asli diperlihatkan)
b. KTP dan/atau KK yang meninggal {asli}
c. Fotokopi KTP dan KK ahli waris/yang melaporkan
| d. Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan yang meninggal (jika ada)
e, Kutipan Akta Kelahiran vang meninggal (jika ada)
f. Mengisl formulir permohonan
2. Sistemn,
Mekanisme dan | Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
Prosedur | Bleondd mengoreksi kelengkapan mencetak konsep memverifikasi,
L persyaratan i akta Kematian 4 memberikan paraf konsep
{Pengadministrasi Akia (Operator SIAK) Akta Kematian (Subkor)
Kematian)
. Memilah berkas register dan — :
| Kutipan Akta Kematian serta M‘-‘“'-'MI Akta 1""-‘-"'_“‘135'_ Mengoreksi,
| menyerahkan Kematian SCﬂlﬁ_mll memverifikasi,
{Penpadminitrasi Akta T (Operator — Elektronik Akla 4~ memberikan paraf
Kematian) SIAK) Kematian (Kadis) konsep Akla
' ‘L Kematian (Kabid)
Pemobhon
3 Jangka Waktu 12 Jam
|| pelayanan s
4. Biava/Tarif Rp. 0,-
g [Froduk Penerbitan Akta Kematian
Pelayanan —
f Penanganan a. HF : WA, 081213331867
Pengaduan, b. Website : hup: / fdisdukeapil cirebonkota, go id
saran dan ¢, E-mail : disdukeapiliacirebonkeots. po.id
masukan d. E-LAPOR : Wehiate ; lapor.go.id

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

(manufacturing) meliputi :
N Komponern Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali dinbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

| Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomaor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Heempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagamimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Momor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon:

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana,
E’r;mr;r:lﬂr | ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan dan Kamera
Fasilitas
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. HRepala Bidang
Penpawasan | £
Int ' : b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jurmlah 8
Pelaksana orang
Jaminan i .
Pl Penerbitan Akta Kematian yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
Keamanan dan ; . 5
KLt Akta Kematian dicetak dijamin standar keasliannya
Pelavanan

Ewvaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN
No. Dokumen : 000.8.3.4/C.27-DUKCAPIL/2026
Pencatatan Akta Kematian Revisi ¢ 31 Juli 2026

WNI diluar Wilayah NKRI Tgl. Efektif 1 31 Juli 2026

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A I Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. | Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Memgisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilavah NKRI (F2.0:2)
Administrasi b, Surat Kematian dari negara yang mengeluarkan setelah di translate oleh penerjemah tersumpah
c. Surat Keterangan Kematian dari Perwakilan Republik Indonesia
d. KTP-el
e. KK
f. Dokumen Perjalanen Republik Indonesia {paspor}
2. | Sistem, Mekanisme e
dan Prosedur Menerima dan Menginput data dan Memverifikasi,
i mengoreksi kelenghapan mencetak konsep memvalidasi dan
- persyaratan B Akta Kematian 4 memberikan paral konsep
(Pengadministrasi Akta {Operator STAK) Akta Kematian { Subkor)
| Kematian)
Memilah berkas register dan Mencetak Akta Menmerdiins, Memverifikasi
: Kutipan Akta Kematian serta  J, | Kematian @—  memvalidesi dan =] mem m::ﬁh:.siﬂ;n
menyerahkan { Pengadminitrasi {Operator STAK) PEﬂm'j'il?{S‘:iﬂ avamberden paret
Akta Kematian) ““ﬂmﬂim . konsep Akta Kematian
e (Kadis) (Rabicy
Pemohon
Jangka Waktu
3 o o 12 Jam
4. | Biaya/ Tarf — | Rp.0-
5. | Produk Pelayanan Akta Kematian - i
6. | Penanganan a. HP : WAL 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website : hittp: f fdisdukcapil . cirebonkota.go,id
| dan masukan c. E-mail s disdukcapilircirebonkaota go.d
| d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id

meliputi :

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

No Komponen

Uraian

1. | Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomaor 25
Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kertu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tehun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;




k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

I, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomeor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirehon Momor | Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Rependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan /atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi

a. Kepala Bidang
o b. Sekretaris

c. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

3 orang

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Surat Pelaporan Kematian WNI diluar Wilayah NKRI yang nvaman, transparan, cepat dan
tepat wakiu

Jaminan Keamanan

| dan Keselamatan

Pelayanan

Akta Kematian dicetak sesuai standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

I Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

Pembetulan Akta Kematian

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektif

Unit Kerja

Komponen

000.8.3.4/C.28-DUKCAPIL/2026
31 Juli 2026
31 Juli 2026

:_Eldn_ng Pelayanan Pencatatan Sipil

Komponen mmm-mm yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan {service delivery) meliputi :

Uraian

Persyaratan
Administrasi

PR oH

Fotokopi KK dan KTP-el pemahon
Mengisi formulir permohonan yvang ditandatangani pemohon
Fotokopi KTP-el 2 orang saksi

Asli kutipan akta

Fotoleopi dokumen acuan {[jazah, surat nikah, dan lain-lain)

. -

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon

Menerima berkas dan

Menerima dan register Akta Kematian,

mengoreksi

Menginput data dan
mencetak konsep

i

—»

memverifikasi,
memberikan catatan
pinggir di register (Sahhkor)

kelengkapan persyaratan
(Pengadminisirasi Akia)

pembetulan akta kematian
(Operator SLAK)

Mencetak Akia Yerilikasy *

Kematian {Operalor Seriafikasi
SIAK) Elektronik
pembetulan Akia
i Kematian (koadis)

Mengoreksi, memverifikasi,
memberikan paraf konsep
pemberulan akta kematian
(Babid)

Memilah berkas register dan

Kutipan Akta, menyerahkan

(Pengadmristrass Akta) Frmiton

Jangka Wakiu
pelayanan

12 jam

Biaya/Taril

Rp.0,-

Produk Pelayanan

Akta Kematian

L B I

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

€

I‘.I
g
h.

HP
Website
E-mail
E-LAPOR

s WA, 0B1213331867

: hittp: / / disdukcapil cire bornkota. po.id
i disdukeapiliicire bonkota go.id

: Website : lapor.go.id

Knmi:mn Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing) meliputi :

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebapaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Momor 23 Tahun
20046 tentang Administrasi Kependudukan;

Feraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan HKeempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintaban yang
diselenggarakan aleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

rn. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi

Kependudukan;
: EFiR

Prasaratia, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
dan/atau Fasilitas =
Kormpetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b, Mampu menjalankan Aplikasi

a. Kepala Bidang
:’:t:ﬁ:;asm b. Sekretaris

¢. HKepala Dinas =
Jumlah Pelaksana | 6 orang
Jaminan )
Pelayanan Pembetulan Akta Kematian yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

| Jaminan

apreeriiag Akta Kematian dicetak dijamin standar keasliannya
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekal




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/C.29-DUKCAPIL/2026
Revisi : 31 Juli 2026

Penerbitan Akta Perkawinan Tgl. Eteleu ¢ 31.Juli 2026

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

A Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan a. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dan pemuka agama atau penghayat
Administrasi kepercayasn terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilegalisir (asli diperlihatkan)
b. Fotokopi KTP Suami dan Isteri (asl dibawa)
c. Fotokopi Kartu Keluarga (asti dibawa)
d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelad (suami isteri)
. e. Pas foto berwarna berdampingan ukuran 4 x 6 sebanvak 2 lembar
f. Fotokopi KTP 2 orang saksi
g. Bagl janda atau duda karena ceral mati melampirkan akta kematian pasangannya
h. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
i.  Mengisi formulir permohonan
Bagi orang asing melampirkan:
a. Dokumen Perjalanan
h. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
¢. Rekomendasi dari kedutaan fkonsulat izin dari negara atau perwakilan negaranya.
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Mencrima dan mengoreksi Mengoreksi dan Menginput data dan
Pemohon  bg—p kelenghkapan persvaratan | p melaksanakan pencatatan A mencetak konsep Akta
{Pengadministrasi Akta perkawinan | Pemugas Perkawinan (Operator
Perkawinan) Pencatat Perkawinan} SIAK)
Mencetak register dan e o ; :
kutipan akta o] T T— Memverifikasi, Memverifikasi
{Orperator SIAKS P Luup;-n Axta M memberikan borkas, & b berkas, & membenkan
+ (Kadis) paraf konsep kutipan paraf konsep kutipan
akta {Kabid) akta (Subkor)
Memilah register dan berkas
Kutipan Akta Perkawinan e
{Pengadministrasi Akta "1 Pemobon
Perkawinan
1 Jangka Walktu 12 Jam
pelavanan
4. | Biaya/Tarif Rp. 0,
3. Produk Pelayanan Akta Perkawinan
B. Penanganan a. HP WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : htips/ fdisdukcapil cirebonkota. go id
dan masukan c. E-mail 3 tl|ﬁjl|kLau1er{JrrhunkuLH go_id
e d. ELAPOR ___: Wehiste : lapor.go.id : e ==
B EKomponen Standar Pelayanan wyang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
| (manufacturing) meliputi :
No Komponen LUraian
1. | Dasar Hukum a. Undang Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e, Peraturan Pemerintah Momar 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administras] Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Herbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Perataran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun




2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tghun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
dipunakan dalam Administrasi Kependudukan,

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Permbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administras:
Kependudukan;

Sarana, Pragsarana,

2, dan /atau Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
3 Kompetens a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
T Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
- a. HKepala Bidang
EAWASAN L
4, internal b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
5. | Jumlah Pelaksana | 3 orang
Jaminan ' .
B, Pelayanan Penerhitan Akta Perkawinan yang nyaman, transparan, cepat dan tepat walktu
Jaminan
Keamanan dan ; Gimsy ;
T Kesel Paly Akta Perkawinan dicetak dijamin standar keasliannya
Pelavanan
8, Evaluas: Kinera 1B Sekall

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN

Pembetulan Akta Perkawinan

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efeletif

000.8.3.4/C.30-DUKCAFIL /2026
31 Juli 2026
31 Juli 2026

Unit Kerja

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

No. Komponen

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

Uraian

1. Persyaratan
Administrasi

M

pon o

Fotokopi KK dan KTP-el pemohon

engisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon

Fotckopi KTP-cl 2 orang saksi
Asli kutipan akta
Fotokopi dokumen acuan (ljazah, surat nikah, dan lain-lain|

e

Sistermn,
Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon

Menerima herkas dan
register Akta Perkawinan,

Menerima dan
mengoreksi

-

Moengimput data dan
mencetak konsep

-

memverifikasi,
memberikan catatan
pinggir di register (Subkor)

kelengkapan persyaratan
(Pengadminisirasi Akta)

pembeiulan Akia
Perkawinan {Operator SIAK)

.

hencetnk Akta Verifikasi Sertifikasi

Perkawinen { Operator
SIAK)

.

Memilah berkas register dan Kutipan

Elektronik pembetulan
Akta Perkowinan
(Kadis)

Mengoreksi, memverifikasi.
memberikan paraf konsep
pembetulan Akta
Perkawinan {Kabid)

Akta Perkawinan, menverahkan
(Pengadministrasi Akta)

| Pemohon

Jangka Waktu
pelavanan

12 Jam

Biava/Tarf

Rp.0,-

Produk Pelayanan

Akta Perkawinan

b B bl B

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

a.
b. W
c.

HFP

E-mail
d. E-LAPOR

: WA, OB1213331867

: kg fdisdukcapil cirebonkota.go.id
: disdukeapiliacirebonkota.go,id

: Website : lapor.go.id

ebsite

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi |
(manufacturing) meliputi :

Ko pohien

Uraian

1. Dasar Hukum

&,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah, sebageimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tenitang Perkawinan;

Peraturan Pemerinteh Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubshan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomaor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipdl;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standear Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksansan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daersh Kota Cirebon Nomer 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomoer 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi

Kependudukan;
=y =
Prasarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
dan/atau Fasilitas S
Kompetensi c. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana d. Mampu menjalankan Aplikasi
Penigaviusan d. Kepala E!udaug
intetial e. Sekretanp
| f. HKepala Dinas
1 Jumlah Pelaksana | 6 orang
[ Jaminan
Pembetulan Akta Perkawinan yang nyvaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Pelayanan
Jaminan
Ezf‘:“] “’“““ai“" Akta Perkawinan dicetak dijamin standar keasliannya
Pelavanan
Evaluasi Kinerja

Pelakisanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 000.8.3.4/C.31-DUKCAPIL/2026
Revisi 31 Juli 2026
i . Tgl. Efektil 31 Juli 2026
Penerbitan Akta Perceraian ¢ ' N
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan a. Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan (ash dibawa)
Administrasi b. Fotokopi KTP (asl dibawa)
€. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian veng telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (asi diperlihatkan)
d. Pengantar putusan pengadilan Negeri tentang perceraian vang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap
1 e. Kutipan Akia Perkawinan suami dan isteri {ashi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
Pemohon mengoreksi kelengkapan mencetak konsep memverifikasi,
persyaratan 1 Akta Percersian  #-® memberikan paraf konsep
{Pengadminisirasi Akia {Operator STAK} Akta Perceraian (Subkor)
Perceraian)
Memilah berkas Mencetak register Verifikasi Mengorcksi,
register dan Kutipan dan kutipan akta Sertifikasi memverifikasi,
Ak, menyershkan  — (Operator STAK) Elektronik pads g memberikan paral
(Pengadministrasi Akta Kutipsn Akts (Kadis) konsep Akta
Perceraian) Perceraian {Kabid)
Pemohon
Jangka Waktu
3. pelay 12 Jam - —
4, Biaya /Tanf Rp. 0,-
5. Produk Pelayanan Akta Perceraian
6. | Penanganan a. HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : http:/ fdisdukcapil.cire bonkota.go._id
dan masukan c.  E-mail disdukeapilicireborkota.go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
| B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
| meliputi ;
No | Komponen Uraian
1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Momar 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelavanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimans telah
beberapa kali dinbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantd Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasgis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun




2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomaor | Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudulkan;

Sarana, Prasarana,
dan fatau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b, Mampu menjalankan Aplikasi
P 8. Kepala Bidang
ENEAWASAD ;
Tovhuiianl b. Sekretaris
c. HKepala Dhnas
Jumlah Pelaksana 8 orang

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Akta Perceraian vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Kesslamatan
Pelayanan

Akta Perceraian dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
| Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/C.32-DUKCAPIL /2026
Revisi ¢ 31 Juli 2026
Pembetilan Alta Pesosrai Tgl. Efeltif ¢ 31 Juli 2026
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery) mel.'.'puﬂ H
Na. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
| Administrasi b.  Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon
¢. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
d. Asl kutipan akta
e, Fotokopi dokumen acuan (ljazah, surat nikah, dan lain-lain)
el B : Menerima berkas dan
Mekanisme dan Feniobis FE— Memnmd.?n Menginput data dan i_cgism Akia P i
| Prosedur mengoreksi - mencetak kansep ifikasi
! Edengkam_ persyaratan pembemlan Akta Perceraian " EE”"-‘ ! I:T;l i
(Pengadminisirasi Akta) {Operaor SIAK) sinasir di register (Subikor)
Mencelak Akta Verifikasi Senifikasi ¢
= ot L (o ssmorsne SESTOR e,
(Kadis) —| memberikan paraf konsep
| * pembetulan Akta Perceraian
| i 2 N Kabid
| Memilah berkas register dan Kutipan : .
Akta Perceraian, menyerahkan
{Pengadministrasi Akta) o} Pemohon
|
3 | Jangka Waktu 12 Jam
pelayanan
4. Biava, Taril Rp.0,-
2. Produk Pelayanan | Akta Perceraian
6, | Penanganan a. HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran | b. Website : hirp: [ /disdukéapil cirebankota. po.id
dan masukan ¢. E-mail : disdukcapilcirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id

B | Komponen Standar I'El.;.i'a.m.n jrln; terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing] meliputi :

Mo |  Komponen Uraian

1. | Dasar Hukum a.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b,  Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

c. Undsng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebapaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang:

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Momor 23
Tehun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanar;

j-  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanasan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Bulm vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

L. Permturan Deerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Deerah Hota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tenteng Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemeor 4 Tahun 2023 tentang Penyvelenggaraan Administrasi

Pelaksanaan

Kependudukan;
Sarana,
Prasarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
dan/atau Fasilitas -
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Repala Bidang
f:;ﬁji“““ b. Sekretaris
. c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana | 6 orang
';:';:;:;nm Pembetulan Akta Perceraian yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
Keamanan dan i i g {
Kesel v Akta Perceraian dicetak dijamin standar keasliannya
Pelavanan
Evaluasi Kinerja

1 Bulan Sckali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/C.33-DUKCAPIL/2026
Reviai 1 31 Juli 2026
Penerbitan Akta Pengakuan Tgl. Efeletif 1 31 Juli 2026

Anak

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi :

No. Komponen Uraian

L. Persyaratan

Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung,
Administrasi

Fotokopi kutipan Akta Kelahiran,

Fotokopi Suratl Perkawinan Agama (dilegalisir).

Surat Pengakuan anak dari ayah biologis vang disetujui oleh ibu kandung.

Penetapan Pengakuan Bagi Anak Yang Dalam Pengakuan Yang Sah Menurut Hukum Agauma

songm

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur | Menerima dan Mengoreksi,
mengoreksi kelengkapan Menginput data dan memverifikasi,
Pemohon — — persyaratan —»  menceiak konsep Akia R memberikan paral
(Pengadministrasi Akia) {Operator SIAK) konsep Akt
rL—. [ Sulkor)
Memilah berkas Akta dan Mencetak Verifikasi Mengoreksi,
menyerahkan Register & Sentifikasi memverifikasi,
(Pengadministrasi Akia) 1 Kutipan Akle  [#— Elektronik Register % memberikan paraf
{COperator SIAK) & Kutipan Akta konsep Akia
(Kadis) {Kabid)
Pemohon
Janghka Waldtu
pelayanan 21 Jam
_{ Biaya /Tarif Bp. O,
. Produk Pelayvanarn Akta Pengakuan Anak
[ Penanganan a. HP ¢ WA, 081212331867
Pengaduan, saran b. Website : http: /S disdukcapil.cirehonkota.go, id
dan masukan ¢. E-mail : disdukeaplicirebonkota go.id
d. E-LAPOR : Wehiste : lapor.go.id

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi [manufacturing)

meliputi:
Ko Komponern Uraian
1. Dasar Hulkum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, sebagaimana telabh
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Lindang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sehagaimansa telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penermpan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Pendudulk dan Pencatatan Sipil;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j-  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran




Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peramuran Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

I,  Pereturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Momor 1 Tahun 2025 tentang Perubahen atss Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Rota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerinitah Daerah Kota Cirebon

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b, Mampu menjalankan Aplikasi
o a. Kepala Bidang
[EAWASAT .
Tirrrial b. Sekretaris

¢. Kepala Dinas

sl

Jumlah Pelaksana

8 orang

Jaminan Pelayvanan

Penerbitan Akta Pengakuan Anak vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Akta Pengakuan Anak dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN Nao. Dokumen : 000.8.3.4/C.34-DUKCAPIL /2026
Revisi : 31 Juli 2026
.' Pembetulan Akta Pengakuan Tgl. Efektif ;31 Juli 2026
| Anak
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A  Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery) mull'.E H:
No. Komponen i - Uraian
1. | Persyaratan a. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
| Administrasi b. Mengisi formulit permohonan yang ditandatangani pemohon
¢, Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
! d. Asli kutipan akta
| €. Fatokopi dokumen acuan (ljazah, surat nikah, dan lain-lain|
% f::rmf e T Menginput data dan Menerima berkas dan
st emohon [ -
Prosedur . = mengoreksi Y mencetak konsep fﬂu' Ak Pt;fuhm
kelengkapan persyaran pembetulan Akta Pengakuan — mzmam&vgagl.
| [ i Akta) Anak {Operator SIAK) pinagir di register (Subkor)
Mencetak Akta Yenlikasi Sertifikas: +
Pengakuin Anak 4—| Elekironik pembetulan : : ;
{Operator SIAK) Akia Pengakuan Anak HSAEME Toem S
(Kadis) lg—| member paraf konsep |
} pemberulan Akt |
Pengukuan Anak {kabid
| Memilah berkas register dan Kutipan AR AT (e
Akta Pengakuan Anak, menyerahkan
| {Pengadministrasi Akta) o e
Jangka Waktu
K. pelay 12 Jam !
4. | Biaya/Tanfl Rp.0,- |
3. | Produk Pelavanan | Akta Pengakuan Anak
6. | Penanganan a, HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hittp: / fdisdukcapil cirebonkota, go.id
dan masukan c. E-mail : disdukcapiliicirehonkota. go.id
d. E-LAPOR : Website ; lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
[manufacturing) meliputi :
MNa Komponen Uraian ]

1. | Dasar Hukum a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 temtang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulkan;

| b. Undang Undang Nomor 25 Talun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan FPemernintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secaras Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

l Presiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

Induk Kependudukan secara Nasional;

| h. Peraturan Presiden Nomor 9% Tahun 2018 tentang Perayaratan dan Tata Cara Pendaftaran
| Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birakrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanarn;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipdl;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

.  Peraturan Daerah Kota Cirebonn Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
! Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
| Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi

Kependudukan;
Sarana, - - -
Prasarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, [ntermiet
dan/atau Fasilitas
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
i, b b, Sekretasis
) c. HKepala Dinas
Jumlah Pelaksana | 6 orang
Jaminan
Pebiyknss Pembetulan Akta Pengakuan Anak yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
Keamanan dan i .
Tenalataatan Akta Pengakuan Anak dicetak dijamin standar keasliannya
Pelavanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Akta Pengesahan
Anak

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektfl

000.8.3.4/C.35-DUKCAPIL/ 2026
31 Juli 2026
31 Juli 2026

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

A | Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.  Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Fotokopi KK dan KTP kedua orang tua
Administrasi b. Fotokopi Akta Kelahiran anak (asli diperlihatkan)
c. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua (asli diperfihatkan)
d. Fotokopi salinan penetapan pengadilan yang dilegalisir bagi anak yvang lahir sebelum pemberkatan
i agama.
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
i ke ifikasi
Pemoh mengoreksi kelengkapan mencetak konsep memveri .
e persyaratan i {Operator SIAK) P memberikan paraf data
(Pengadministrasi Akta) pengesahan (Subkor)
Memilah berkas Akta Mencetak Verifikasi Mengoreksi,
dan menyerahkan Register & Sertifikasi memverifikasi,
i Pengadministrasi Kutipan Akta  |g | Flektronik Register — memberikan paraf
Adta) (Operator STAK) & Kutipan Akla konsep Akta
(Kadis) (Kabid)
Y
Pemohon
3 Jangka Waktu 12 Jam
" | pelayanan
Biaya/ Tarif Rp. O,-
o Produk Pelayanan Akta Pengesahan Anak
6. Penanganan a. HP c WA 081213331867
Pengaduan, saran b. Website  httpe /S disdukeapil. corebonkota po.id
dan masukan c. E-mail : disdukeapilacirebonketa.go.id
| d. E-LAPOR : Wehiste : lapor.go.id

B HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

g +1:!!._l!,|nrti:

Na Komponen

Uraian

-

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanean Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudulkan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Rartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebapaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubehan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor [nduk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tehun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
dipunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon MNomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentuksn dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemermtah Daerah Kota Cirebon:

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Pragarana,

£ dan/atau Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
3 Kompelensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
- Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan 4
4, Tntarnal b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 3 orang
Jaminan Pelayanan | Penerbitan Akta Pengesahan Anak yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
b Kesel ey Akta Pengesahan Anak dicetak dijamin standar keasliannva
Pelayanan
g, | Evaluasi Kineja 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen @ 000.8.3.4/C.36-DUKCAPIL/ 2026
Revisi ¢ 31 Juli 2026
Pembetulan Akta Pengesahan Tgl. Efektif ;31 Juli 2026
Anak
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Eomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi :
Na. _Komponen | 0 Umsian —_—
1. | Persyvaratan a. Fotokopi KK dan KTP-¢l pemohon
Administrasi b. Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon
¢. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
d. Asli kutipan akta
e. Fotokopi dokumen acuan (ljazah, surat nikah, dan lain-lain)
2. | Sistem :
' : : M herkas
Mekanisme dan Poiidaci Menerima dam. Menginput data dan menceiak r::ir::::rm:il::?e‘ ml
Prosedur mengoreksi B S konsep pembetulan Akta Anak, memverifikasi,
kelenghkapan persyaratan Pengesahan Anak (Operator " bk e
{Pengadministrasi Akta) SIAK) pinggir di register (Subkor)
Menceiak Akta Verifikasi Sertifikasi *
Pengesahan Anak 4—| Elekwronik pembetulan Men . . .
Mengoreksi. memverifikasi.
{Operator SIAK) Akta Pw? Anak ] bk part boasep
* pembetulan Akta
Penpgesahan Anak {(Kabid
Memilah berkas register dan Kutipan i ikl
Akta Pengesahan Anak, menyverahkan
(Pengadministrasi Akm) i, N
3, ..Ja.ng.—h.el Waktu 12 Jam
pelayvanan
4. | Biaya/Tarif Rp.0,-
5. | Produk Pelayanan | Akta Pengesahan Anak
6. | Penanganan a. HP WAL 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hittp:/ Sdisdukcapil cirebonkota.go. jd
dan masulkan c. E-mail : disdukeapifacirebonkota.go.id
d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id
B Komponen Lﬁhmr Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan H internal organisasi
{manufacturing) meliputi :
Mo Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang Undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Puhlik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemoer &6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Eerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Momor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan,

. Peraturen Pemermntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran
Penduduk dan Pencatatan Sipl;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil:

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daersh Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cireborn;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudiikan;

= S
Prasarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
dan /atau Fasilitas
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan i
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pengavwasan a. Kepala Bidang
ilint b. Sekretaris

c. Kepala Dinas ===
Jumlah Pelaksana | 6 orang
Jaminan
P T Pembetulan Akta Pengesahan Anak vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
Keamanan dan z o i
Fanlhmiban: Akta Pengesahan Anak dicetak dijamin standar keasliannya
| Pelayanan

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/P.37-DUKCAPIL/ 2026
Revisi ;31 Juli 2026
P G Data Wkt Tgl. Efektif : 31 Juli 2026
Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data (PIAK dan PD)

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi :

No. Komponen Uraian
Persyaratan a. Data balikan .
" | Administrasi b. Surat Perintah Tugas atau Surat Resmi dan instansi asal /terkait
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Mengajukan permohonan Mendaputkan persetujuan Digen Dukcapil
Pemolvon  jg— pemantaatan data ke Dirjen | Kemendagri RI dilunjutkan PKS. Drafi Petunjuk
Dukeapil Kemendagri R1 W Juknis Pemanfaaian Data, Surst Menjaga
Kerahasizan dan SFTIM
Mener at U 1D Y
Lemboga pengguna e e - W :
menyediakan  aplikasi dan |, Dt_:\:'sbupmem dan Admin dari | iﬁ%gﬁ;'fm“mmw
e Er Dirjen Dukeapil Kemendagri [+ 4 fopmeat da
Jaringan berupa LANNYEN Admin
terkoneksi ke disdukcapil RI dan menyverahkan kepada
instansii{)Pd pengeuna
Jangka Waktu
3 5 bulan s.d 8 bulan
pelayanan )
4. | Biaya/Taril Rp.0.-
5. | Produk Pelayanan Hasil verifikasi data penduduk
6. | Penanganan a. HP WA, DB1213331867
Pengaduan, saran b, Website : hetp: / fdisdukcapil cirebonkota. go.id
dan masukan ¢ E-mail : disdukeapilacirebonkota.go.id
d. E-LAFOR : Website : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelavanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :

Na Komponen Uraian

L Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintshan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

€. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 20009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudulk Berbasis Nomaor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i,  Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 teatang Pedoman Standar Pelayvanan;
i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 9% Tehun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam MNegen Nomor 1048 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
dipunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1. Peraturan Daeralh Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Circbon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kota
Circhon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemermtahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

2. dan /i, Pasititas ATH, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server
3 Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
" | Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
- a. Kepala Bidang
NEAWASAT .
4. Febaeil br. Sekretaris
c. Kepala Dinas
5. | Jumlah Pelaksana 5 orang
6. | Jaminan Pelayanan | Hasil verifikasi data penduduk yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
Keamanan dan . s 2% i S
T Ko Hasil verifikasi data penduduk dijamin standar keasliannya
Pelayanan
Evaluasi Kinerja :
8. Pelekannaiis 3 Bulan Sekali




Informasi Data Kependudukan

No. Dokumen
Revisi
Tgl, Efekuf

STANDAR PELAYANAN
31 Juli 2026
31 Juli 2026

000.8.3.4/P.38-DUKCAPIL/ 2024

: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Unit Kerja
1 Pemanfaatan Data (PIAK dan PD)
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan {service delivery) meliputi :
Mo, Komponen Uralan
1 Persvaratan c. KKasli/ KTPel
" | Administrasi d. Suret Perintah Tugas atau Surat Resmi dari instansi asal/terkait
2. | sistem, Mekaniame
dan Proseduir Menerima berkas KK / Mengecek kebenaran Memverfitleas / memvalidasi
Pemohon  pg— TP asli / Fotokopi/sura administrasi dekumen - Daknmmen Kependudulcan
perintah tugas/sural resmi (Kabid/Subkor/ A dministrat ®| iKahidSubkon Admmistratior
dari instansi or database) datsbise)
[ Administrator database) i
¥
Mengagendakan dan Mengoreksi dan
5 memben cap dinms memparal dokumen
Pemahon 4 Informosi ke warga  |g { Pemroses Dokumen ) kependudukan vang
divalidasi
Jangka Waktu ;
3- | pelayanan il i
4 Biava/Tarif Rp.0,-
5 Produk Pelayanan Hasil verifikasi data penduduk
6, | Penanganan e, HP WA 081213231867
Pengaduan, saran f. Wehsite : hitp;/ /disdukcapil cirebonkota go.id
dan masukan g. E-mail : disdukcapilivcirehonlkota.go id
h. E-LAPOR : Website : lapor.go.id
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manofacturing)
meliputi ;
No Komponen Uratan

1. | Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipra HKerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah NMomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kab
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
MNomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Feraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudulkan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon MNomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebont Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daesrah Kota Cirebon,




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yvang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daersh Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

l ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

a, Memahami Peraturan Perundang-undangan

Kompetensi

Pelaksana b, Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang

FeHgaTan b. Sekretarie

Internal

¢. HKepala Dinas

Jumlah Pelaksana

5 orang

Jaminan Pelayanan

Hasil verifikasi data penduduk yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

Hasil verifikasi data penduduk dijamin standar keasliannya

Pelayanan
Evaluasi Kinerja
Pelaksanaar

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 000.8.3.4/P.39-DUKCAPIL/2026
Revisi 31 Juli 2026
Tgl. Efelktif 31 Juli 2026

Data Perkembangan
Kependudukan

: Bidang PengelolaanInformasiAdministrasiKependudukandanPemanfaatan

Unit Kerja
Data (PIAK)
A | Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampalan pelayanan (service delivery) meliputi :

Mo Kompoien Uraian |
Per: . = = l
M];fg::t‘r‘:‘;l Surat Pem!mh."l'ugaa atau Surat Resmi dari instansi asal/terkait

2. | Sistem, Mckanisme
dan Prosedur FTI Diafabase AL menguridoh data DEB Seksi Penpolahan dan

Fependudulean  +—pm dart Kemendagn Dazn DEE diberikan kepada Penyajian Data Kependiedukm
Kemendagri _|" Seksi Pengolahan dan Fenyajian —a meelaprorkon ke Kahad'
Data Kependadukan Sekretnrss umiuk membentuk
Tim Pemyusun
v |
Dokumen Perkembangan Menvusun Data
Kependudulkan Perkembangan
Pengguna (g 44—  Kependudukan oleh Tim
Data PE‘I'I-.'r ususn

3. Jangka Waktu 3 bulan
pelayanan -

4, | Biava/Tarif Rp.0,-

5. | Produk Pelayanan Data Perkembangan Kependudukan

6. | Penanganan a. HP T WA, D81213331867 )

| Pengaduan, saran b, Website : http;/ fdisgukcapil.cirebonkota. go.id
dan masukan c. E-mail : disdukcapili cirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Website © lapor.go.id

B | Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal erganisasi (manufacturing)

meliputi :

Mo Komponen

Uralan

1. | Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan; sebagaimana
telah diobah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomoer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Momor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturen Pemerintah Momor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanasn Undang-Undang Momor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipdl;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerash Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Momor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

2, dan/ Pasilitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server
4 | Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
© | Pelaksana b, Mampu menjalankan Aplikasi
i a. Hepala Bidang
ngawasan :
4, tnterinal b. Sekretaris
¢. HKepala Dinas

5. | Jumlah Pelaksana 1 Tim Penyusun Data Perkembangan Penduduk
6. | Jaminan Pelavanan | Data Perkembangan Kependudukan vang nyaman, transparan, cepat dan tepat wakiu

Jaminan Keamanan
7. | dan Keselamatan Data Perkembangan Kependudukan standar keasliannva

| Pelayanan .

g Evaluasi Kinerja t kali

| Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/P.40-DUKCAPIL/2026
Revisi : 31 Juli 2026

Verifikasi Data Biometrik KTp | 18- Bfektif 1 31Juli 2026
Elektronik yang Bermasalah

: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Unit Kerja
1 Pemanfaatan Data (PIAK dan PD)
A | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Ma. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Foto copy Kartu Keluarga /data KTP yang bermasalah
Administrasi b. Menyerahkan nomor kontak vang bisa dihubungi
2. | Sistem, Mekanisme o — =
dan Prosedur MenerimaFotokopi Mengecek kebenarun Mengajukan data ke system
Pemohan KR data KTP vang 4 dokumen { Administrator penghapusan data KTP
bermasalah { Administrator Diatabase’ Ketua Tim Kerja) bermasalah (Kema Tim
[ata base/Ketua Tim Kerja)
Kerja) *_
- Mengagendakan dan Membuat Surat Permohanan
Pemberitahuan memberi cap dinas penghapusan data ke Ditien
ke Pemohon Lo (Pengolah dat) l4— | Dukcapil { Ketua Tim Kerja /
Kabid / Sekretaris | Kadis)
Jangka Waktu S 1 4 =
3, pel e 2 X 24 Jam, persetujuan bergantung pada data centre Kemendag:i .
4, | Biaya/Taril Ep.0,- et [ = = — ]
5. | Produk Pelayanan Data KTFP-el vang bisa diproses ulang
6. | Penanganan a. HP WA, 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website : bitp: ) fdisdukeapil cirebonkota . go.id
dan masukan c. E-mail : disdukcapikacirebonkota. go. il
d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
Iﬂ.lﬂrllﬂ 2
No Komponen Uraian

Dasar Hukum -

a,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 entang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admimistrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Momor @ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan,

e, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tenteng Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
MNomor Induk Kependudukan Secara Masional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden MNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i,  Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j.  Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

L Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;




n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggarsan Administrasi
Rependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan /atau Fagilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b, Mampu menjalankan Aplikasi
o a. Kepala Bidang
Mgawasar ;
Internal b. Sekretaris
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksans 3 orang

Jaminan Pelayanan

Data KTF-el yang bisa diproses ulang yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Data KTP-el yang bisa diproses ulang standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
| Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000E8.3.4/P41-DUKCAPIL/2026
Revisi + 31 Juli 2026

Pengelolaan Sistem Informasi Tt Bhoketit + Ek i an

Administrasi Kependudukan
{SIAK)

: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan

Unit Ke
ta Data (PIAK dan PD)
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputd :
Ma. Komponen Uraian
1. E"i"-‘f’“f“““l. Surat Perintah Tugas atau Surat Resmi dari instansi asal /terkait -
2. | Sistemn,
Mekanisme dan Menerima surat Menerima Disposisi untuk
Prosedur Permohonan Pemeliharaan mengecek sistem (Kabid) Melakubkan pengecekan
Penpguna ‘_ﬂ' - SIAK (K - L | o (Kt Tiny
D¥inas ) Administrator database )
Membuat Berita Acara Memperbaiki sistem atau
Pemeliharaan STAK (ADR) mengEani Fh.ll‘]ﬂﬂl‘l (Keta
o+ Timy' Admnistrator
| datahase)
|
|
3, |dJangkaWakw | o4 jam s.d 3 X 24 Jam
pelayanan
4. | Biaya/Taril Rp.0,-
Produk ; ; i
3. Pelay Hasil verifikasi data penduduk
6. | Penanganan B HP WA, 0B1213331867
Pengaduan, b. Website : hittp:/ fdisdukecapil. cirebonkota.go. il
saran dan c. E-mail : disdukeapildcirebonkota go id
masukan d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi : = s
No Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nemor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemecrintahan Daerah, sebagaimansa telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah Momer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 235
Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan ates Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;
g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nemor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presidenn Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional;
h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
i, Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahuan 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;
j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tate Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
k. Peraturan Menterd Dalam Negeri NMomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




I.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab Kota Cirebon
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon MNomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi

Kependudukan;
Sarana,
2, m’f“’“' ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server
Fagilitas R |
) a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
3 Moenjiereaind b. Mampu menjalankan Aplikasi
" | Pelaksana [
¢, Menguasai software/hardware program SIAK
a. Kepala Bidang
Pengawasan =
4. I i b. Sekretaris
t. Kepala Dinas
Jumlah
8. Pelal a 3 orang
Jaminan T - :
5. | Delavunan Pemeliharaan sitem yang optimal
Jaminan
Keamanan dan . : ) .
7. e Berjalannya pelayanan adminduk vang cepat dan akurat
Pelayanan
g, | Evaluasi Kineda | 4 g 10 geieli

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/P.42-DUKCAPIL /2026
Revisi ;31 Juli 2026
3 i i Tgl. Efelktif ;31 Juli 2026
Antrian Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan

Data (PIAK dan PD)

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi

MNo Komponen Uraian
a. 'Fumll:mpi Dokumen Administrasi K&perm"u_&ukan }'ﬂrig]ﬂb&ﬁn?ﬁﬁﬁ
1. Pc! ll.'a'_lel._rat.El.ni b. Pemohon datang langsung
A ¢. Pengambilan Nomor antrian dilakukan di Security
2, | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur ME"WLP@WEM Diok. Menyerahkan antrian
Pemohon  bg—p Admintstrast > kepada pemohon ] Pemohon
Kependudukan ( petugas ) { petugas )
Jangka Waktu v )
3. el 07.45 s/d 15.00 | sampai dengan kuota habis |
1. | Biaya/Tarl Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan Nomor antrian Pelavanan Administrasi Kependudukan
6. | Penanganan a. HP WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hup: [ Sdisdukecapil cirebonkota,go.id
dan masukan ¢. E-mail : disdukcapilucirebonkota. po.id
d. E-LAPOR i Wehiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi : =

No Komponen ) Uraian

1. | Dasar Hukum a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 entang Penctapan
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Momor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Pelavanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan,

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimans telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nemor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presidenn Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i, Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Heformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tate Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k., Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Bukua vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

l. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Pragarana,

dan/atau Fasilitas Nomar antrian




Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Adminstrasi
a. MOD
Pengawasan b. Kepala Bidang
Internal €. Seckretaris
d. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 4 orang
Jaminan Pelayanan | Antrian Pelayanan Administrasi Kependudukan yang transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
Keamanan dan ; : o ; 5
Wit st Antrian Pelayanan Administrasi Kependudukan berjalan dengan lancar
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekah




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 000.8.3.4/D.43-DUKCAPIL/2026
Revisi : 31 Juli 2026
Tgl. Efeltif : 31 Juli 2026
f Legalisasi Dokumen Administrasi g b
Kependudukan)
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk/Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi _
No Komponen Uraian
| | Persyaratan a. Fotokopi Dokumen Administrasi Kependudukan yang masih menggunakan tanda tangan basah
| Administrasi | b Menunjukkan Dokumen Administrasi Kependudukan Asli
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prossdur Menerima fotokopi Dok, Mengecek kebenaran dok. memverifikasi
Pemohon Administrasi Kependudukan — Adminduk ( pengadminis o) fotokopi Dok
dengan melan melampirkan trasi kependudukan. ) Adminduk
Aslinya | pengadminis trasi [ Analis )
kependudukan. )
v
Mengagendakan dan memberikan Menandatangani
Pk cap serta menyerahkan Dok. e— fotokopi Dok Adminduk
{Pengadministrasi (. Subkoord ¢ Kabid )
Kependudukan)
a. Janghka Waktu { Juiis
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan
6. | Penanganan a. HP : WA. 081213331867
Pengaduan, saran b, Website ¢ hittp:f fdisdukcapil cirebonkota. go.id
dan masukan c.  E-mail : disdukecapilicirehonkota, go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :

No | Komponen Uralan

1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomoer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

e.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

| f  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang.
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudulan,

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menter] Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2012 tentang Pendokumentasian
Administrasi Kependudukan;

k. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden MNomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
[ digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

m. Peraturan Daersh Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota




Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
| tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon:
n. Peraturan Deerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yvang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon:
o. Peraturan Daerah Kota Circbon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Adminigtrasi
Kependudukean;
Sarana, Prasarana B : ; X
_2._ dan/atan Faa:'lims' ATK r'I‘v.'.-lv:_[,n:n'l. Ruang Kerja, Meja, Kursi, , bak stempel dan stempel
8 K-UITLFET&“B&. H, Memahami Fl:ramm_u mendmg—undangm—.
" | Pelaksana L.  Mampu menjalankan Adminstasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan g
4, jisiivital b. Sekretaris
¢, Kepala Dinas
3. | Jumlah Pelaksana | 4 orang
Jaminan o e 4
6. Pelavanan Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waltu
Jaminan
Keamanan dan ; . ; ) S
T Kegel Legalisir Dokumen Admirnistrasi Kependudukan vang dilegalir dijamin standar keabsahannya
Pelayanan
Ewvaluasi Kinerja :
8, S R t 1 Bulan Sekali

a.n. WALI KOTA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
N SIPIL




